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Rumusan masalah dalam tesis ini yaitu apakah ketentuan ganti rugi atas tanah 
dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diatur 
dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 
65 Tahun 2006 telah mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan 
keadilan. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui, mengkaji, dan 
menganalisis apakah ganti rugi atas tanah yang diatur dalam Peraturan Presiden 
Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 telah 
mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan bagi pemegang 
hak atas tanah. 
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan 
pendekatan sejarah hukum, sosiologi hukum, politik hukum, dan filsafat hukum. 
Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data kualitatif dalam 
penelitian ini berupa deksripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis 
hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ganti rugi atas tanah dalam pengadaan 
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diatur dalam Peraturan 
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 
belum sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan rasa 
keadilan bagi bekas pemegang hak atas tanah. Hal tersebut terlihat dari banyaknya 
ketentuan-ketentuan mengenai ganti rugi atas tanah yang masih menimbulkan 
multitafsir serta bersifat represif. 
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The issue that put under study is whether land-indemnity stipulations 
within land procurement for public interest that regulated by President Regulation 
No. 36, Year 2005 and President Regulation No. 65, Year 2006 has generating 
legal certainty, legal protection and justice. Present study proposed for 
recognized, examined and analyzed if land-indemnity stipulations within land 
procurement for public interest that regulated by President Regulation No. 36, 
Year 2005 and President Regulation No. 65, Year 2006 has generating legal 
certainty, legal protection and justice for land-certificate holder. 
This is a normative juridical research by using historical-, sociological-, 
political- and philosophy of law. The law materials used are primary law material, 
secondary law material and tertiary law material. Analyze of qualitative data were 
description of positive law, systematical of positive law, analysis of positive law, 
assessing and interpretation of positive law. 
Research result reveals that land-indemnity within land procurement for 
public interest to create legal certainty, legal protection and Justice based on 
President Regulation No. 36, Year 2005 and President Regulation No. 65, Year 
2006 is incompletely implicate the legal certainty, legal protection and Justice for 
land-certificate holder. This indicated by the numbers of multi-interpretation and 
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Keadilan sifatnya subyektif. 
Memperbincangkannya tidaklah mudah, apalagi merealisasikannya, 
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